
 

WALIKOTA MAGELANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

  

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG 

TAHUN 2018 NOMOR 13 

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG 

NOMOR 13 TAHUN 2018  

 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 

2017 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN 

WALIKOTA DANWAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MAGELANG, 

 

 

Menimbang :a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 Pemerintah 

Kota Magelang telah merencanakan pendanaannya 

dengan membentuk dana cadangan sebagaimana 

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Magelang 

Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana 

Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Magelang Tahun 2020; 

b. bahwa dana cadangan pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Magelang Tahun 2020yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 

Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 

2020, peruntukannya tidak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi 

sehingga perlu dicabut; 
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c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, disebutkan bahwa Daerah dapat membentuk 

dana cadangan guna mendanai kebutuhan 

pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak 

dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan 

Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6)Undang-UndangDasarNegara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor17 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan 

Jawa Barat; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2003 nomor 47, tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negam Republik 

Indonesiatahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5041); 

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 199); 

10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3); 
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11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG 

dan 

WALIKOTA MAGELANG 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANGPENCABUTAN PERATURAN 

DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 2017 

TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN 

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2020. 

 

Pasal 1 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 

tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota 

dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020 (Lembaran Daerah 

Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Magelang Nomor 68) dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 
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Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kota Magelang. 

Ditetapkan di Magelang 

pada tanggal 26 Nopember 2018 

 WALIKOTA MAGELANG, 

ttd. 

 

SIGIT WIDYONINDITO 

Diundangkan di Magelang 

pada tanggal 14 Desember 2018     

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KOTA MAGELANG, 

ttd. 

 

SUMARTONO 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018 NOMOR 13 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG, PROVINSI JAWA TENGAH: 

(13/2018)  

 

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

MARYANTO, SH.MH. 

Pembina Tk. I 

NIP. 19680817 198903 1 002 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG 

NOMOR TAHUN 2018 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 8 TAHUN 

2017 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA 

DAN WAKIL WALIKOTA MAGELANG TAHUN 2020 

 

I. UMUM 

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Magelang Tahun 2020 yang kebutuhan dananya tidak dapat dipenuhi 

dalam satu tahun anggaran, maka untuk mengantisipasinya Pemerintah 

Kota Magelang merencanakan pendanaannya dengan pembentukan Dana 

Cadangan sebagaimanaditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota 

Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Dana Cadangan 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang Tahun 2020. 

Dalam pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Magelang 

Tahun 2020 Pemerintah Kota Magelang telah merencanakan 

pembentukan dana cadangan yang dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 

(satu) tahun anggaran dengan membentuk Dana Cadangan. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat membentukdana cadangan 

guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah 

yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. 

Bahwa pembentukan dana cadangan di Kota Magelang yang telah 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, peruntukannya tidak sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yaitu untuk pemilihan Walikota dan 

Wakil Walikotabukan untuk mendanai kebutuhan pembangunan 

prasaranadan sarana, sehingga terhadap Peraturan Daerah tersebut 

harus dicabut. 
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Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemerintah Kota 

Magelang perlumembentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan 

Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2017 tentang 

Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 

Magelang Tahun 2020. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

  

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 81 


